
BUPATI BELITUNG TIMUR 
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 
NOMOR 36 TAHUN 2022 

TENT ANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Analisis Standar 
Belanja Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Menetapkan 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya 
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam 
tahapan perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. 

Pasal 3 

K~tentuan-ketentuan yang belum ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, 
kondisi setempat dan memperhatikan prinsip penilaian 
kewajaran. 



Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

Diundangkan di Manggar 
pada tanggal 6 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

SERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 31 



·- 
6. Pemeliharaan kendaraan 

1,35% 5,87% 6,25% bermotor beroda dua 

7. Pemeliharaan kendaraan 
0,00% 0,00% 0,00% 

berrnotor beroda tiga 

8. Pemeliharaan kendaraan 
0,00% 0,00% 0,00% 

bermotor angku tan barang 

9. Bahan bakar dan pelumas 10,72% 43,64% 44,74% 

Jumlah 100% 

10. Alat atau Bahan untuk 0,04% 0,05% 0,24% 
Kegiatan Kantor-Benda 
Pos 

Honorarium tim pelaksana Untuk honorarium yang masih 
kegiatan dan sekretariat tim diperkenan 
pelaksana kegiatan 
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